
PENERAPAN ETIICA BISNIS DALAM PRINSIP

GOOD CORPORATE GOVE Rl\- A\ C E

Oleh: Harman Malau

Tirtr*iiultton ini memberikan konsep etika bisnis dalan Good Corporate Governunce

dimana konsep tersebut telah menjadi perhatian dalam banyak penelitian yang berguna unrttk

membangun image pertsahaaan )'ang kuat di mala para intestor

Etika bisnis sangat penting dalam penerapan corpotdle governance karena hal itu

merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan muksud

untuk meningkatkan kemakmuran tian akuntabililas perusahaan, yag lujuan akhirnl'a untuk

mewujudkan shareholder value Praktek good corporale goternance dapat meningkatkan nilai

perusahaan dianrararya meningkatkan kinerja perwahaan publik, dan meningkatkan
'kepercal,aon 

inyestor karena bebas dari tindakan pengelotu lang cenderung kttrang heretika

tlangan nakud ntenguntttngkan tlti sentliri

Ke1' llo rds : Et i ka, Co opo r ut e, dan G ov'er n anc e

I. Pendahuluan

Konsep erika bisnis dalam good corporate governance rnulai menjadi perhatian dalam

banlak penelitian empiris. Saat ini semakin banyak organisasi dan sektor s\asta serta instansi

pemerintahan ,\'ang memasukkan etika bisnis dalam agenda prioritas organisasasinya. dimana

tanggungjawab korporat telah menjadi isu penting memastikan bar"ha bisnis berjalan dalam

koridor etika. Di negara-negara Asia banyak krisis ekonorni dan beberapa pihak menyalahkan

)emahnya corporate govemance sebagai salah satu penyebab timbulnl'a klisis. Menurut Kangis

(2001) bahwa krisis keuangan tnempengaruhi mata uang asing karena semakin memburuknya

kepercayaan investor terhadap pengelolaan corporate governance perusahaan-perusahaan yang

beroperasi di pasar modal.

Setiap perusahaan sudah sepatutnya diarahkan agar mencapai keuntungan yang

semaksimal dengan petimbangan corporare sociai responsibilitl. Sangat disay'angkan bahwa

pcnerapan ilu masill lemah. Banrak perusahaan melakukan pelanggaran lang membawa

darnpak nvara akibat keridakpedulian pelaku bisnis terhadap etika berbisnis dengan budaya

korupsi yang serrakin serius dan merusak tatanan sosial bLrdala masl'arakat

II. Pengertian Etika dan Perilaku Etis

Etika secara umum didefinisikan sebagi prinsip moral atau nilai (Abdulla'2002;

Khomsiah dan Indrianroro,1998; Keraf 1998) Masing-masing orang memiliki perangkat nilai
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yang berbeda, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisir. para filsul organisasai

keagamaan, dan kelompok lainnya mempunyai cara sendiri-sendiri dalam mengungkapkan

prinsip rnoral atau nilai mereka. Sebagai contoh, perangkat prinsip moral atau nilai dalam

hukum dan peraturan, doktrin gereja, etika bisnis untuk kelopok profesional seperti akuntan

publik, dan etika untuk anggota suatu organisasi.

contoh prinsip etika yang ada adalah seperti yang dibuat oleh Josephson institure for

the Advancement of Ethics di Amerika Serikar. Menurut Josephsonn Institute ada l0 prinsip

etika yang berhubungan dengan karakteristik dan nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai-

nilai etis, yaitu: (l) Kejujuran, (2) Integritas, (3) Memaruhi janji , (a) Loyalitas, (5,) Keadilan,

(6) Kepedulian kepada orang lain, (7) Menghargai orang lain, (8) Menjadi warga yang

benanggungawab (9) Mencapai yang terbaik, dan ( l0) Ketanggunggugaran

A. Etika Dalarn Bisnis

Velasquez (2006) mengatakan bahwa Business ethics is a specialized study of moral

right and wrong. Dari defenisi Velasquez ini terlihat bahwa etika adalah salah satu cabang

kajian yang lebih mengkhususkan permasalahan-permasalahan etika dalam bisnis. Lebih lanjut

Velasquez mengatakan bahwa etika bisnis adalah studi tentang bagaimana standar moral

diaplikasikan dalam sistem social dan organisasi yang menghasilkan dan mend istribus ikan

produk dan jasa mereka. Etika bisnis adalah bentuk aplikasi dari sebuah etika, yang tidak saja

menganalisa norma moral dan norma nilai, tetapi juga mengaplikasikan secara menyeluruh

persoalan etika di dalam organisasi, aktivitas dan pengajaran.

Dalam praktek bisnis sangat banyak ditemui kasus-kasus kegagalan dari bisnis dalam

menyesuaikan perilaku mereka dengan prinsip-prinsip etika. Sebagai contoh ada perusahaan

pabrik makanan terkenal yang mengakui telah melakukan pemberian label yang keliru pada

produknya dengan tujuan pengurangan biaya. Begitu juga manajemen beberapa perusahaan

sirnpan pinjam dituntut karena menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi

mereka. Sebagai kesimpulan dari uraian ini dapat dikatakan balrwa etika bisnis memerlukan

tindakan-tindakan yang benar-benar nyata agar prinsip-prinsip moral dalam berbisnis dapat

diwufudkan. dan masyarakat tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang tidak etis dari sebuah

bisn is.

Keputusan manajemen untuk mengoperasikan bisnisnya secara beretika bekanlah

filosofi baru dalam bisnis. Tercatat Rotary Intemational di tahun 1930 telah mengembangkan

kode etik dalam bisnis mereka. Prinsip etika bisnis yang drjadikan filosofi manajemen oleh

Rotary International merumuskan empat pertanyaan yang disebut dengan empat cara uji atas

perilaku beretika atas perilaku beretika dalam setiap masalah bisnis, yatu:
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l. Apakah itu merupakan kebenaran?

2. Apakah itu adil untuk semua pihak dan hubungan lang lebih baik?

3. Apakah itu menambah goodwill dan hubungan yang lebih baik?

4. Akankah itu menguntungkan semua pihak yang berkepentingan?

B. Etika Bisnis di Lingkungan Pendidikan

Etika bisnis merupakan mata kuliah yang diajarkan di lingkungan pendidikan tinggi yang

menawarkan program pendidikan bisnis dan manajenten, Abdullah (2002) menyebutkan

beberapa kendala yang sering dihadapa dalam menumbuhkan etika bisnis di dunia pendidikan

meliputi:

Pertarna, kekeliruan persepsi masyarakat bahwa etika bisnis hanya pelu diajarkan

kepada rnahasiswa program manajemen dan bisnis, karena mencetak lulusan sebagai

pengusaha. Persepsi demikian tentu tidak tepat. Lulusan dari jurusan/program studi non bisnis

yang memungkinkan diarahkan untuk menjadi pegawai tertentu harus memahami etika bisnis.

Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam

berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders). termasuk tentunya kar)a$an, Etika

bisnis sebaik apapun yang dicangkan perusahaan dan dituangkan dalarr pedoman perilaku,

tidak akan berjalan tanpa kepatuhan karyawan dalam mentaati norma-norma kepatutan dalam

rnenjalankan aktifi tas perusahaan.

Kedua, pada program pendidikan manajemen dan bisnis, etika bisni diajarkan sebagai

mata kuliah lersendiri dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran pada mata kuliah lain. Perlu

diingat bahwa mahasisrva sebagai subjek didik harus mendapatkan pembelajaran secara

kornprehensii Integrasi antara aspek kognitif. psikomotorik dan afektif dalam proses

pernbelajaran harus diutamakan, sehigga masuk akal apabila etika bisnis - aspek afektifisikap

dalam hal ini - disisipkan di berbagai mata kuliah yang ditarrarkan.

Ketiga, metode pengajaran dan pembelajaran pada mata kuliah ini cenderung monoton.

Pengajaran Iebih ban."-ak menggunakan metode ceramah langsung. Kalaupun disenai

penggunaan studi kasus, sayangnya tanpa disertai kejelasan pemecahan masalah dari kasus-

kasus yang dibahas. Hal ini disebabkan substansi materi etika bisnis lebih sering menyangkut

kaiddah dan norrna yang cenderung abstrak dengan standar acuan tergantung persepsi

individu dan institusi dalam menilai etis atau tidakn!'a suaru tindakan bisnis. \{isalnl'a. etiskah

mengiklankan sesuatu obat dengan menyembunyikan informasi tentang indikasi pemakaian oba

tersebut? atau membahas morale hazard pada kasus kebangkrutan perusahaan sekelas enron di

Arnerika Serikar?
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Keempat, erika bisnis ridak rerdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan

nrenengah. Nilai-nilai rnoral dan etika dalam perperilaku bisnis akan lebih efktifdiajarkan pada

saar usia emas (go)den age) anak. yatu usia 4-6 tahun. oleh karena inr, pengajarannl-a harus

bersifat rematik. Pada mata pelajaran agama lslam, misalnya, guru bisa rnengajarkan etika

bisnis dengan memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW berdagang dengan tidak

mengambil keuntungan setinggi langit,

Kelima. orang tua beranggapan bahwa sesuatu yang tidak mungkin mengajakan anak

di rumah tentang etika bisnis, karena mereka bukan pengusaha. pandangan sempit ini dilandasi

pemahaman bahwa etika bisnis adalah urusan pengusaha. pada hal sebenarnya, penegakan etika
bisnis juga menjadi tanggungjawab kita sebagai konsumen. orang tua dapat mengajarkan etika
bisnis di lingkungan keluarga dengan jalan memberi keteradanan pada anak dalam mengrrargai

hak atas kekayaan inrelekrual misalny-a dengan tidak membeli rnereka VCD. Garne sotir,rare

dan produk bajakan lainnya dengan alasan yang penting murah.

Keenarn' pendidik berum berperan sebagai moder panutan daram pengajaran etika
bisnis. Misalnva masih sering kita mendapat fenomena orang tua sisrva menberi hadiah kepada

gurunva pada saat kenaikan kelas dengan alasan sebagai rasa terimakasih dan ikhlas pendidik

menerima hadiah tersebut dengan senang hati dan dengan sengaja menunjukkan hadiah

pemberian orang tua sisrva rersebut kepada teman sejawatn'a dengan memuji-muji nilai atau

besaran hadiah tersebut. Tidakkah kita sadari, kondidi seperti ini akan memberikan kesan

mendalam pada anak kita?

Mengurangi praktek pelanggaran etika dalam berbisnis merupakan ranggung .iawab
kita semua. Sebagai pengusaha, tujuan memaksimalkan profit harus diimbangi peningkata

peran dan tanggungja\yab terhadap asarakat. perusahaan turut melakukan pemberdayaan

kualiras hidup masyarakar merari program corporate sociar Responsibility (cSR). pada saar

kita berperan sebagai konsumen, seuogianya memahami betur halk dan kewajiban dararn

menghargai kana orang lain. orang tua harus menjadi rnoder panutan dengan memberikan

contoh baik tentang perilaku berbisnis kepada anak sehingga kerak mereka akan ,enjacri
pekerja arau pengusaha lang mengerti betul arti penting etika bisnis. pemerintah sebagai

regulator pasar turut berperan mengawasi praktek negatif para pelaku ekonomi. udal] saatn).a.

pemerintah mempertimbangkan etika bisnis termulat daram kurikulum pendidikan dasar dan

menengah Peran aktifpara pelaku ekonomi ini, pada akhirnya akan menjadikan dunia bisnis di

tanah air surga bagi investor asing.
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III. Good Corporate Governance

A. Pengenian Good Corporate Govemance

Menurut Forzm for Corporate Govemance in lndonesia (FCGI), definisi corporate

governance adalah seperangkat perauan yang mengatur hubungan antara pemegang saha,

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak keditur, pemcrintah, karyawaan, serta para pemeang

kepentingan internal dan ekstmal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban

mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (BPKP,2002)

Corporate governance diartikan scagai suatu sislem untuk mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan (Cadbury, 2002). Corporate governance mencakup; struktur,

proses, budaya dan system pengaturan dewan komisaris, komite audil dan pengungkapan

informasi serla pengendalian manajemen yang dapat menimbulkan keberhasilan operasi

organisasi (Amin WUaya. 2000). Selanjutnya Deni (2003), menyatakan bahwa komponen kunci

corporate governance dalam setiap oganisasi, berkisar mengenail (l) internal control. (2)

rnanajemen resiko, (3) kinerja dan akuntabilitas dan (4) mengelola hubungan dengan berbagai

stakeholders.

Organization for economic Cooperalion and Developmenl (OECD, 1999) menyatakan

bahwa corporate governance merupakan cara-cara manajemen perusahaan (para direktur)

bertanggungiawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tujuan dari corporate

govenance seperti yang dinyatakan dalam OECD (1999) adalah bertujuan, (l) untuk

rnengurangi kesenjangan (gap) antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam

perusahaan (pemegang saham mayoritas) dan penciptaan nilai bagi perusahaan termask

hubungan antara para stakeholders (kreditur, investor, karyawan perusahaan, bondholders dan

shareholders).

Dalam rangka menerapkan good governance pcrlu adanya standar atau prinsip yang

dijadikan pedoman dalam praktik pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan nilai dan

kelangsungan perusahaan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD,

1999) telah mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Fairness (kewajaran), mnjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, serta

menjamin komitmcn dengan para investor.

b. Transparency (transparansi), mewajibkan adanya suau informasi yang terbuka, tepat

\raktu. serta jelas dan dapat dipertimbangkan, .v"ang menyangkut keadaan keuangan.

pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
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d,

.lccoutltubiliq (akunrabilitas). menjelaskan peran dan tangqungja$'ab sena

rnendukung usaha menjamin penyeirnbangan kepentingan manajmen dan pemegang

saharn, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

Responsibiliry (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan

serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Dalam kajian pustaka akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnva 1'ang

memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Good Corporate Governance merupakan bentuk model "The Cotporate

Governance myopic model" yaitu suatu bentuk tatakelola yang memfokuskan pada

kepentingan pemegang saham dan maanajer dimana sentiment pasar Iebih banyak

dipengaruhi faktor-faklor lain diluar Corporate Governance karena principal dan agen

lebih berorientasi pada labajangka pendek (Darmarvati, 2005).

Konsep Good Corparote Governance harus dilihat dari perbedaan dengan konsep

Corporate Governance sebagai mana nampak dalarn pengertian maing-masing:

('orpotdte Goteutcnce is " to conducl the husiness in accordunce .rith ovncr or

shareholders desires which generally vill be lo make as much money as possihle,

thile confornting to the basic rutes of the socie+ embodied in lcnr and lttcctl

cuslor?s "(Milton Friedman. dalam Amin Widjaya Tunggal 2002).

Corporute Governance adalah bagaimana rnembangun sebuah struktur lang

memungkinkan munculny'a kebebasan sepenuhnya dalam rangka penegakan hukunr.

(Ahmad 2005).

J Kemudian dikemukakan oleh Shleifer and Vishniy (1991), Good Corporqte

Got'ernance adalah merupakan tatakelola penyelenggaraan perusahaan yang baik

melalui penerpan kualitas business performance dan kualitas business conformance

dengan penciptaan laba yang berkelanjutan dan proses penciptaan nilai tambah yang

l
berkesinambungan.

Good Corporale Governance is an increasingly imporlanl .factor for inveslmenl

decision of particular relevance is lhe relaiion bet\reen corporate go|ernqnce

praclices and increasingll' inlernalional charocter of int'esmenl international .flotts of

tlrc cupital enable companies to access financing fi-om a much large pool of investor

(oECD. 200.1).

Good Corporate Governance yaitu tata kelola berkaitan dengan pengambilan

keputusan i,ang efektif. yang bersumber dari buday'a perusahaan, etika. nilai proses
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bisnis. kebijakan. struktur organisasi rang benujuan untuk mendorong dan mendukung

pengembangan perushaan. pengelolaan sumber dava dan resiko secara lebih eflsien

dan penanggungjau aban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders

lainnya (Meneg BUMN, 1999).

Tujuan Good Corporare Govemance

Tujuan corporare govemance seperti yang din)arakan OECD 1200-11 adalah:

Untuk mengurangi kesenjangan (gap) antara pihak-pihak )'ang merniliki kepenringan

dalam suatu prusahaan (pemegang saham mayoritas dan pemeganu saharr lainnl a).

Meningkatkan keperca)aan bagi para investor dalam melaksanakan invesrasi.

Mengurangi biar a modal (cost of capita[).

Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan

dan

e. Penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para stakelrolders

(kreditur. investor. karl'au.an perusahaan. brandholders. pemerintah dan

.;hureholders).

\'lanurur Sural Edaran ltlenteri ir-egara Pasar lvlodai dan Pengarras BLllN No. S.

I 06.'\1.PM. P. BU\{Ni2000. tujuan Corporate governance ada Emiten arau Perusahaan publik

rartLr: ill perlindungan hak-hak pemegang saham (persamaan perlakuan terhadp pemegang

srhanr. peranan pengurus perusahaan. peranan stakeholders. aspek keterbukaan dan (2) lain-

lairr. Perindungan hak-hak pemegang saham tersebut dapr brupa (a) hak atas keamanan

pencaratan kepemilikan saham. (b) hak unruk mndapatkan informasi renrang perusahaan. (c)

hak untuk hadir dan bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUpS). (d) hak untuk

memperoleh bagian dari kentungan rapat perusahaan. (e) hak atas keantanan pencatatan

kepemilrkan saham. (f) hak untuk mendapatkan informasi tentans perusahaan (intbrmasi \ang

lengkap bagi investor sebagai dasar keputusan investasi. kervajiban melakLrkan keterbukaan

informasi sejak perusahaan berstatus Em iten/Perusahaan Publik). hak untuk hadir dan bersuara

dalam RUPS. dan (g) hak untuk memperoleh bagian dari keunrungan perseroan.

I\'. Kesimpulan

[-ernahnra corporare governance sering disebut sebagai salah saru ]ang disebabkan

oleh lemahnra penerapan perilaku etika dalam bisnis 1,ang menimbulkan ketidak percayaan

investor sel'ringga memba*,a dampak lang negarif dalam bisnis itu sendiri bahkan dapat

B.

b,

c,

d.
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rnemba\\ a krisis ekonorni atau keuangan seperti yang pernah ter.jadi di negara-negara Asia. Ciri

urama dari lemahnya corporate govemance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri

di pihak para manajer perusahaan.

Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri

sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan

para investor tentang pengembalian (retum) atas nvestasi yang telah mereka tanamkan. Dengan

demikian secara agregat, hal tersebut akan mengakibatkan aliran masuk modal (capital inflows)

ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan airan keluar (capital outflows) dari suatu

negara mengalami kenaikan.

Pemerintah bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait harus terlibat secara aktif

dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan

perusahaan yang baik (Cood Corporate Govemane/GCG) kepada semua pelaku pasar dimana

corporate governance berkaitan dengan upaya mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Corpone governance memiliki dua dimensi yaitu perlama, stewardship dan akuntabilitas. yang

menekankan pada pemantauan kinerja manajemen dan kepastian terrvujudnya akuntabilitas

manajernen terhadap pemegang saham, Dimensi kedua adalah penciptaan nilai. yang

menekankan pada upava memotivasi perilaku manejerial kearah peningkatan kesejahteraan

perusahaan. Untuk menilai dimensi corporate governance tersebut diperlukanlah laporan

kinerja. dalam bentuk pelaporan keuangan tersebut merupakan salah saru elemen kunci dari

rrekan isrne corporate govemance.

Pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan dapat mengurangi asimetri

inforrnasi antara pihak internal perusahaan (manajemen dan pemegang saham pengendali)

dengan pihak eksternal (pemegang saham minoritas, kreditur pemerintah dan sebagainya).

Dengan berurangnya asimetri informasi tersebut, maka masalah moral hazzard dapat dibatasi,

karena semua hasil aktivitas perusahaan diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan

keuangan yang berkualitas mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, untuk itu

peranan akuntan poitik yang berkualitas dan penerapan etika bisnis oleh para manejer sangat

diperlukan agar dapat menjamin bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta

babas dari salah saji material. Hal ini dapat diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan

( lrarrd) dalarn perusahaan.

Harman Malau Ph,D., MM., SE
Adalah Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi

Universitas Advent lndonesia,
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